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BAB VI 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa 

Peran Fasilitator BPJS Katenagakerjaan Bagi Perlindungan Tenaga Kerja Sektor 

Informal khususnya Grab Motor di Kota Kupang pada tahun 2021 telah 

dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Hal tersebut didukung karena adanya 

upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan kegiatan 

sosialisasi dalam pencapain program. Adapun rincian kesimpulannya sebagai 

berikut:  

1.1. Ketentuan Peraturan Kepesertaan Program 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPJS 

Ketenagakerjaan menjalankan 4 (empat) program yang diamanatkan dalam 

Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah. Dari 5 (lima) program yang 

dijalankan BPJS Ketenagakerajaan meliputi: JHT, JKK, JKM, JP, dan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Keuntungan/manfaat dari program-program 

tersebut dirinci sebagai berikut: Pertama program JKK, di mana tenaga kerja 

mendapatkan fasilitas kesehatan dan juga santunan jika tenaga kerja tersebut 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Kedua JKM, di mana ahli waris 

dari tenaga kerja mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 48 kali 

gaji. Ketiga JHT, di mana jaminan ini berbentuk investasi atau tabungan bagi 

tenaga kerja ketika sudah tidak mempunyai pendapatan dan bahkan 

meninggal dunia. Keempat JP, di mana jaminan ini juga berbentuk investasi, 
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tetapi bisa diklaim sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang 

terakhir Jaminan Kehilangan Pekerjaan, di mana pekerja yang terkena PHK 

dari perusahaan, masih mempunyai kesempatan untuk bekerja kembali. 

Kewajiban dan hak dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yaitu membayar iuran 

sebesar Rp.16.800., dan menerima jaminan dari program yang diikuti. Dalam 

hal perlindungan tenaga kerja grab, perusahaan grab hanya memberikan 

asuransi pada awal tahun 2022. Kurangnya kerja sama grab motor dan BPJS 

Ketenagakerjaan mengakibatkan beberapa pekerja pada grab motor belum 

mengetahui tentang manfaat dari jaminan tenaga kerja, walaupun mereka 

telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

1.2. Informasi tentang Prosedur Menjadi Peserta Program Perlindungan 

Tenaga Kerja. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam membimbing kelompok sasaran yaitu 

pertama, melakukan kegiatan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan 

orang penting atau pekerja yang mempunyai pengaruh di perusahaan agar 

dipermudah dalam membimbing kelompok sasaran. Dalam membimbing 

kelompok sasaran, yang menjadi faktor penghambat ialah kurangnya 

pengetahuan pekerja juga perusahaan mengenai manfaat program BPJS 

Ketenagakerjaan. Kedua, melakukan kegiatan sosialisasi di perusahaan-

perusahaan dan memberikan surat pemberitahuan bahwa perusahaan tersebut 

belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari pengiriman surat 

tersebut agar perusahaan dan pekerjanya mengetahui keuntungan/manfaat 
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dari program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam mengarahkan kelompok sasaran, 

BPJS Ketenagakerjaan melakukan kegiatan sosialisasi dengan cara 

membangun kerja sama dengan agen perisai untuk mempermudah situasi 

kondisi yang dihadapi kelompok sasaran. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan 

juga melakukan pemasangan iklan atau spanduk agar dalam 

mensosialisasikan pelayanannya lebih dikenal dan inklusif kepada 

masyarakat. Dalam mengarahkan masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan juga 

melakukan testimoni ke peserta aktif yang sudah pernah mendapatkan 

manfaat dari jaminan tenaga kerja, agar menumbuhkan kesadaran masyarakat 

terkait manfaat yang disosialisasikan BPJS Ketenagakerjaan. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka dapat disarankan: 

a. Bagi BPJS Ketenagakerjaan cabang Nusa Tenggara Timur untuk lebih 

diperkenalkan lagi terkait jaminan perlindungan ketenagakerjaan dengan 

terus melakukan sosialisasi kepada tenaga kerja informal dan juga 

pengawasan dalam berjalannya program yang dimaksud. 

b. Bagi PT. Grab Kota Kupang untuk terus melakukan upaya perbaikkan baik 

dalam kinerja atau program-program yang diterapkan dan memberikan 

informasi, khususnya mengenai perlindungan tenaga kerja melalui jaminan 

sosial terhadap pengemudi grab motor. 
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